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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 Desember 2019 di bidang 

Pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Calon Apoteker mampu memahami tujuan, fungsi, tugas dan wewenang pada bidang 

kefarmasian dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Calon 

Apoteker juga dapat memahami program yang ada antara lain NAPZA, Penggunaan 

Obat Rasional, Obat Publik, UKOT dan Kosmetika, Makanan dan Minuman, Alat 

Kesehatan dan PKRT serta Perijinan dan Pelayanan Kefarmasian. 

2. Kunjungan ke Gudang Farmasi Kota Malang memberikan pengetahuan dan pemahaman 

kepada calon Apoteker tentang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dari 

pendistribusian sediaan farmasi di Kota Malang. 

3. Kunjungan yang dilakukan ke Puskesmas Pandanwangi Kota Malang memberikan 

pengetahuan dan pandangan kepada calon Apoteker mengenai pengelolaan obat di 

Puskesmas. Calon Apoteker juga dapat memahami program Puskesmas dan kegiatan 

pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian di tingkat dasar. 

 

5. 2. Saran 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 Desember 2019 di bidang 

Pemerintahan khususnya bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka hal yang dapat 

disarankan adalah: 

1. Bagi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. 

Disarankan bila memungkinkan untuk adanya waktu tambahan untuk melakukan 

kunjungan singkat untuk mengamati kegiatan seksi perbekalan farmasi dan alat kesehatan 

sehari-hari dalam melakukan pengelolaan perbekalan farmasi serta peran Apoteker dalam 

memastikan obat dan alat kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan. Dengan diadakannya 

kunjungan singkat tersebut, calon Apoteker dapat melihat kenyataan di lapangan mengenai 

kegiatan di bagian perbekalan farmasi dan alat kesehatan di samping teori yang telah 

diperoleh. 
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2. Bagi Mahasiswa. 

Mahasiswa diharapkan agar dapat lebih berkonsentrasi, fokus dan lebih aktif 

bertanya dalam menggali informasi dan pengetahuan selama proses PKPA di Seksi 

Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sehingga dapat memperoleh pengetahuan baru 

yang berguna untuk kedepannya. 
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